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A. STANDAR KERJASAMA 

 

1. Standar Kerjasama 
 

1. Visi dan Misi Universitas Visi Universitas UIC Jakarta: 

“Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Kreatif, Inovatif, 

Kompetitif Dalam Pengembangan Pemikiran Ibnu Chaldun, 

Kokoh IPTEK dan IMTAQ Di Tahun 2045.” 

Misi Universitas UIC Jakarta: 
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul, 

berbasis teknologi dalam rangka menghasilkan SDM yang 

kompetitif dan berkarakter;  

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu dan 

teknologi, berinovasi mendorong kebaharuan ilmu pengetahuan 

yang dijiwai pemikiran Ibnu Chaldun; 

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai upaya 

penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan; 

4. Menerapkan tata kelola perguruan tinggi secara professional, 

kredibel, transparan dan adil yang efektif dan efisien; 

5. Menjalin kerjasama dengan stakeholders yang berkelanjutan 

sebagai upaya perwujudan perguruan tinggi unggul.  

2. Mekanisme Penetapan 
Standar Kerjasama 

a. Berdasarkan Hasil temuan audit mutu internal (AMI) direkomendasikan dan 
ditetapkan oleh pimpinan perubahan standar kerjasama dengan mengacu pada 
Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Perguruan Tinggi. 

b. Pimpinan Perguruan Tinggi dan LPM serta dosen-dosen senior mengembangkan 
standar-standar Pengabdian kepada Masyarakat mencakup isi standar, rasional, 
pihak yang bertanggung jawab, pelaksanaan, ketercapaian dan dokumen terkait.  

3. Rasional Standar 
Kerjasama 

Kerjasama dalam berbagai bidang perlu dilakukan oleh 
Universitas Ibnu Chaldun untuk memperkuat dan memperkaya 
institusi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 
Tahun 2014 tentang   Kerjasama Perguruan Tinggi mengatur 
terlaksananya kerjasama yang sinergis dan untuk meningkatkan 
kinerja Perguruan Tinggi. Untuk itu, Pimpinan Universitas Ibnu 
Chaldun melakukan kerjasama secara kelembagaan 
berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling 
menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun 
hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan 
pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. 
Mengingat pentingnya kerjasama bagi Universitas Ibnu Chaldun, 
maka disusunlah Standar Kerjasama untuk dapat memperkuat 
dan memperkaya Universitas Ibnu Chaldun sebagai sebuah 
institusi pendidikan tinggi. 

4. Pihak yang 
bertanggungjawab untuk 
mencapai isi standar 
Kerjasama 

a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun; 
b. Dekan; 
c. Kepala Lembaga/Unit; 

 



5. Definisi Istilah a. Standar kerjasama Universitas Ibnu Chaldun adalah kriteria 
minimal tentang kerjasama yang dilakukan Universitas Ibnu 
Chaldun dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar 
negeri; 

b. Kerjasama merupakan upaya bersama mendukung dan saling 
mendukung serta saling menguatkan sehingga dicapai sinergi 
yang baik; 

c. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau 
saling menguntungkan. 

6. Pernyataan Isi Standar 
Kerjasama 

a. Universitas Ibnu Chaldun menyelenggarakan kerjasama dengan 
sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala regional, 
nasional maupun internasional; 

b. Penyelenggaraan kerjasama Universitas Ibnu Chaldun berada di 
bawah tanggungjawab dan koordinasi Pimpinan Universitas Ibnu 
Chaldun; 

c. Penyelenggaraan kerjasama antara Lembaga, Fakultas, dan 
Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Ibnu Chaldun 
dikoordinasikan di Universitas Ibnu Chaldun; 

d. Kerjasama bertujuan untuk: 
 Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh Universitas 

Ibnu Chaldun serta meningkatkan kinerja Faultas, 
Jurusan/Program Studi, dan lembaga; 

 Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat 
mengembangkan diri;  

 Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
 Meningkatkan citra Universitas Ibnu Chaldun; 
 Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik; 
 Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan 

dalam  mendapatkan lapangan kerja; 
 Menciptakan revenue generating activity; 

e. Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 
 Kontrak manajemen; 
 Program kembaran (twinning program); 
 Program ganda (dual degree); 
 Penelitian; 
 Pengabdian kepada masyarakat; 
 Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam 

penyelenggaraan kegiatan akademik; 
 Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan 

kegiatan akademik; 
 Program pemindahan kredit (transfer of credits); 
 Penerbitan bersama karya ilmiah; 
 Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan 

ilmiah lain; 
 Lain-lain yang dianggap perlu. 

7.   Strategi Pelaksanaan 
       Standar Kerjasama 

a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun merencanakan, memutuskan 
dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk 
dokumen nota kesepahaman (memorandum of 
understanding)/Perjanjian Kerjasama; 

b. Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Kepala Lembaga/Unit 
melaksanakan kerjasama sesuai nota kesepahaman/perjanjian 
kerjasama yang telah disepakati. 



8. Indikator Ketercapaian 
Standar Kerjasama 

a. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan jenis kerjasama di dalam 
dan luar negeri; 

b. Meningkatnya jumlah pihak yang terlibat dalam realisasi dan 
implementasi kerjasama di dalam dan luar negeri 

9. Dokumen terkait Standar Kerjasama memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk 
Pengembangan dan Rencana Pengembangan Jangka Panjang 
Universitas Ibnu Chaldun, serta Rencana Strategis Universitas 
Ibnu Chaldun. 
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